
 

 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 19 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang 
 

: bahwa sehubungan dengan belum teralokasikannya Dana 
Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dalam Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023, maka untuk menampung alokasi dana tersebut, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  6516); 
 
 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6516); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 6856); 
 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 
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24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 
 

25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019             
Nomor 1447); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  
Nomor 1781); 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

 
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 

tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 785); 
 

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 

tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun    Berjalan 
Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada 

Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/ 
Kota; 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara           
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2020 Nomor 5); 

 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara           

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2022 Nomor 7); 
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara            

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 
Nomor 12); 

 

 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara            

Nomor 2  Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2023 Nomor 2); 
 

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara                
Tahun 2023 Nomor 18); 

   

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2023 Nomor 18) diubah, sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

 

“BAB II 
PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Atas Penjabaran 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

(2) Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 

 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

 
“Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 
sebesar Rp 1.593.365.264.166,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh 

tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh empat 
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ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar                            

Rp 12.297.367.000,00 (dua belas miliar  dua ratus sembilan puluh tujuh 
juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi                      

Rp 1.605.662.631.166,00, (satu triliun enam ratus lima miliar enam ratus 
enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam 
puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  

1.  Pendapatan daerah  
a.  Semula   Rp  1.348.206.966.070,00 

 b.  Bertambah   Rp 12.297.367.000,00  
Jumlah pendapatan daerah  
setelah perubahan Rp 1.360.504.333.070,00 

 
2.  Belanja Daerah  

 a.  Semula   Rp 1.593.365.264.166,00  

 b.  Bertambah Rp 12.297.367.000,00  
 Jumlah belanja daerah  

setelah perubahan  Rp 1.605.662.631.166,00 
 

3.  Pembiayaan daerah  

a. Penerimaan pembiayaan  
1) Semula       Rp 352.967.196.441,00 

2) Bertambah    Rp 0,00  
Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 352.967.196.441,00  

b. Pengeluaran pembiayaan  
1) Semula       Rp 107.808.898.345,00 
2) Bertambah    Rp 0,00  

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 107.808.898.345,00  

Jumlah pembiayaan Neto  
setelah perubahan   Rp 245.158.298.096,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran  

setelah perubahan   Rp 0,00”   
 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
 

“Pasal 4 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

 

“BAB III 
DPA SKPD 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan 
lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.” 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 
 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 23 November 2023 

 
Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

                  CAP/TTD 
  

ZAKLY ASSWAN 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 23 November 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
         HULU SUNGAI UTARA, 

  
  CAP/TTD 

 
               ADI LESMANA 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 19. 

 
 
 

 


